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ABSTRAK

Nama : Ramos Pardamean
Program Studi : [lmu Admnistrasi Fiskal
Judul : Perencanaan Pajak dengan Transfer Pricing melalui

Supply Chain Management

Transfer pricing adalah isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh pihak
otoritas pajak, Dirjen Pajak dan Perusahaan Multinasional. Persepsi transfer
pricing pun terbagi 2 (dua), tergantung pihak tersebut berada dalam Dirjen Pajak
dan Perusahaan Multinasional. Dirjen Pajak menganggap bahwa transfer pricing
merupakan sebuah langkah yang diambil oleh Perusahaan Multinasional untuk
dapat menggeserkan penghasilannya ke negara yang tarifnya lebih kecil atau tidak
ada pajak sama sekali, sehingga karena alasan tersebut Dirjen Pajak menerbitkan
peraturan anti-tax avoidance. Sedangkan Perusahaan Multinasional menganggap
bahwa transfer pricing adalah suatu tools untuk mengefisienkan beban pajak
sehingga dapat memperbesar laba setelah pajak. Dalam prakteknya Perusahaan
Multinasional melakukan transfer pricing sejak saat produksi sampai dengan
ketika barang tersebut ditangan konsumen, sehingga diperlukan perencanaan
pajak yang tepat dalam penggunaan fransfer pricing tersebut. Dalam penelitian
ini ada 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Mengapa Dirjen Pajak menganggap
perlu menerbitkan PER-43 serta PER-32?; 2. Bagaimana gambaran perencanaan
pajak melalui transfer pricing dalam supply chain management?; 3. Dari PER-43
sebagai mana diubah dengan PER-32, faktor-faktor apa saja mendukung
perencanaan pajak melalui transfer pricing melalui supply chain management?.
Dan tujuan penelitian ini adalah: 1. Memberikan deskripsi dan analisis mengapa
Dirjen Pajak menganggap perlu untuk menerbitkan PER-43 dan PER-32; 2.
Memberikan deskripsi gambaran kebijakan perencanaan pajak atas transfer
pricing yang dilakukan Wajib Pajak; 3. Untuk menjelaskan dan menganalisis
faktor-faktor apa saja yang mendukung kebijakan perencanaan pajak dalam
transfer pricing. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif
dengan menggunakan teori perencanaan pajak, transfer pricing, supply chain
management, keadilan pajak, harga atau laba wajar dan anti-tax avoidance
sebagai acuan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan pengamatan mendalam
kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Hasil penelitian adalah
adanya celah atau loopholes yang dapat mendukung perencanaan pajak dengan
transfer pricing melalui supply chain management. Saran terpenting adalah
penggunaan dari setiap-setiap faktor tersebut harus disesuaikan dengan kondisi
perusahaan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Transfer pricing, Supply chain management
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ABSTRACT

Name : Ramos Pardamean

Study Program : Fiscal Admnistrasi Science

Title : Tax Planning with TransferPricing through Supply Chain
Management

Transfer pricing is an issue that is being hotly discussed by the tax authorities, the
Director General of Taxation and Multinational Enterprises. Perceptions of
transfer pricing was divided into 2 (two), depending on the party is in the Tax
Authorities and Multinational Enterprises. Director General of Taxation
considers that transfer pricing is a step taken by the Multinational Corporations
to be shifting income to countries with lower rates or no tax at all, so for that
reason the Director General of Taxation issued an anti-tax avoidance rules. While
Multinationals assume that transfer pricing is a tool to streamline the tax burden
so as to increase profit after tax. In practice Multinational Enterprise transfer
pricing since the time of production up to when the goods are in the hands of
consumers, so that proper tax planning is required in the use of transfer
pricing. In this study there are 3 (three) research questions, namely: 1. Why is it
necessary publish PER 43 and PER-32?; 2. How the image of tax planning
through transfer pricing in supply chain management?; 3. From which PER-43 as
amended by the PER-32, what are the factors supporting the planning of taxes
through transfer pricing through supply chain management?. And the purpose of
this study are: 1. Provide a description and analysis of why the Director General
of Taxation considers necessary to publish PER-43 and PER-32; 2. Provide an
overview description of the planning policies of tax on transfer pricing by the
taxpayer; 3. To explain and analyze what factors are supporting the policy of the
transfer pricing tax planning. The method used was qualitative descriptive
research. Using theory of tax planning, transfer pricing, supply chain
management, tax justice, and fair prices or profit, anti-tax avoidance as a
benchmark analysis. Data collection techniques used is bibliography study and
field research through interviews and observation of the Income Tax Act
Indonesia. The study is the presence of gaps or loopholes that can support the
transfer pricing tax planning through supply chain management. The most
important suggestion is the use of any-any of these factors must be adjusted to the
condition of the taxpayer company.

Keywords: Tax Planning, Transfer pricing, supply chain management
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Bab 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ekonomi mengakibatkan transaksi perdagangan dan kegiatan
perekonomian dapat dengan mudah melintasi batas territorial suatu Negara (Gunadi,
2007, p.1). Saat ini, bisnis tidak hanya berkiprah di tempat kedudukan perusahaan saja.
Untuk memperlebar jangkauan pasarnya, perusahaan tersebut membuka cabang atau anak
perusahaan serta perwakilan di luar negeri. Selanjutnya perusahaan yang demikian
membentuk holding dan trading company untuk mengkoordinasi bisnisnya. Salah satu
akibat dari perluasan kegiatan dan perdagangan ke manca negara ini adalah terbentuknya
perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan yang
saling berasosiasi dan beroperasi pada beberapa negara, yang dapat menjadi suatu
kekuatan ekonomi dengan strategi usaha yang kompleks. Perusahaan multinasional
merupakan actor utama dalam bisnis internasional karena memiliki pengaruh yang kuat
dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, keuangan dan perpajakan. Dalam lingkungan
perusahaan tersebut, sebagian besar aktivitas bisnis yang meliputi penjualan barang dan
jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, terjadi antar mereka sendiri. Penentuan
dan penghitungan harga, imbalan atau persyaratan dagang antar mereka, ditentukan
berdasarkan kebijakan harga transfer (zramnsfer pricing) yang dapat sama atau beda
dengan harga pasar (market price) (Gunadi, 2007, p. 221).

Penelitian yang dilakukan oleh Jacob (1996), dan Teresa dan Nancy (2000),
menyatakan bahwa berbeda dengan grup perusahaan multinasional, dalam grup
perusahaan domestik tidak memprioritaskan income shifting melalui transfer pricing,
berbeda dengan grup perusahaan multinasional yang lebih memprioritaskan. Hal ini
diperkuat oleh Ernst and Young (2007) yang melakukan survei yang menunjukkan bahwa
transfer pricing menjadi isu yang penting bagi direktur perusahaan multinasional. Hasil
survei menunjukkan bahwa 39% perusahaan multinasional, menunjukkan 44% di Asia,
62% di China, dan 76% di Jerman menganggap transfer pricing merupakan bagian dari

pekerjaan mereka. Survei tersebut bahwa praktek transfer pricing merupakan kegiatan
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yang lumrah dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan multinasional (Ernst and
Young, 2007).

Pemerintah Indonesia dan perusahaan multinasional (MNC) mempunyai
perbedaan padangan tentang transfer pricing. Pemerintah berpendapat bahwa MNC
menggunakan transfer pricing sebagai alat memindahkan keuntungan dari Indonesia ke
low-tax country (Koran Jakarta, 1999, Agustus 11). Contoh nyata adalah banyak
perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kalimantan berstatus badan hukum
Indonesia namun memindahkan keuntungan ke Singapura, karena tarif Singapura yang
lebih rendah (18%) dari Indonesia (25%). Perbedaan tarif antar negara dapat menjadi
alasan menggeser penghasilan ke negara lain. Singapura yang mempunyai tarif lebih
rendah (18%) dari Indonesia (25%), dapat menjadi negara tujuan untuk menggeser
penghasilan ke negara tersebut atau lebih lanjut ke negara taxF yang pajaknya bebas atau
lebih kecil lagi (Klassen, Lang dan Wolfson, 1993, p. 4).

Ada ada dua motif suatu perusahaan melakukan manipulasi transfer pricing,
internal dan external (Lorraine dan Smith, 2001, p. 5). Dari segi internal, suatu
perusahaan biasanya me-reward manajer berdasarkan performa keuangan perusahaan.
Transfer pricing dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan itu dengan memotivasi para
manajer divisi penjualan dan mengamati performa keuangan perusahaan. Misalnya, divisi
penjualan membeli dari divisi produksi dengan harga rendah dan menjualnya dengan
harga yang tinggi, agar performa keuangan bagus dan dapat reward.

Dari segi external, transfer pricing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk
tax planning yang merupakan usaha menyeluruh agar pajak dapat dikelola lebih optimal
sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal pada perusahaan secara keseluruhan
(Andrews, 2008, p. 2). Transfer pricing dapat diartikan sebagai usaha untuk menggeser
penghasilan, dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari suatu perusahaan kepada
perusahaan lain melalui transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,
agar jumlah pajak yang terutang dapat diperkecil (Lorraine dan Smith, 2001, p. 4).
Transfer pricing dapat mengefisienkan beban pajak global atau regional, memaksimalkan
earning per share dan cash flow, sambil mengelola risiko pajak dan persyaratan yang

diperlukan (IBFD, 2010, p. 5).
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Untuk mencegah perpindahan keuntungan yang dapat mengurangi tax revenue,
undang-undang perpajakan mengatur bahwa setiap transaksi antar para pihak yang
mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan dengan harga wajar seperti yang terjadi
pada pihak independent, sehingga laba tidak pindah ke negara yang tarif pajaknya lebih
rendah. Jika transfer pricing berdasarkan harga pasar sebenarnya tidak ada masalah.
Akan menjadi masalah jika harga transfer itu tidak sesuai dengan harga pasar atau arm’s
length (wajar). Survey (Lorraine dan Smith, 2001, p. 4) mengatakan bahwa dua-pertiga
dari transaksi yang terjadi berdasarkan harga pasar, sehingga nampak bahwa sepertiga
transaksi mungkin terindikasi manipulasi harga.

Pada tanggal 9 Maret 1993, Dirjen Pajak menerbitkan SE-04/PJ.7/1993 tentang
Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer pricing sebagai petunjuk pelaksana pasal
18(3) UU PPh. Hakekatnya SE ini adalah panduan bagi para fiskus untuk dapat
mengoreksi dan memahami penyalahgunaan transfer pricing, sehingga penyebaran SE ini
hanya untuk kalangan lingkungan Dirjen Pajak.

Menurut Ning Rahayu (2008) memperkirakan bahwa SE ini belum dapat
ilaksanakan dengan baik karena memiliki kekurangan, antara lain:

1. Tidak ada aturan mengenai transfer pricing yang detail dan implementasinya.
Kementerian Keuangan hanya memberikan contoh-contoh yang sederhana dan
tidak mengikuti perkembangan yang ada dalam praktik.

2. Tidak ada kriteria harga wajar (arm’s length price).

Terakhir dengan perubahan keempat UU PPh (UU No.36 tahun 2008), Direktorat
Jenderal Pajak menerbitkan PER-43/PJ/2010 tentang Prinsip Kelaziman dan Kewajaran
Usaha (untuk selanjutnya disingkat menjadi PER-43).

Dalam praktiknya selama 1 tahun 2 bulan, PER-43 mengalami complain dari
banyak Wajib Pajak mengenai batas terendah transaksi yang harus dibuat dokumentasi
TP. Dirjen Pajak akhirnya melakukan amandemen PER-43 dengan PER-32/PJ/2011
tentang Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Usaha (untuk selanjutnya disingkat menjadi
PER-32) yang diharapkan yang lebih mudah diaplikasikan sehingga mampu

memaksimalkan penerimaan pajak.
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Dalam transaksi bisnis mulai dari pabrikan dampai ke distributor dan retailer
yang akhirnya sampai ke konsumen terdapat mata rantai pasokan, transfer pricing
mempunyai peran penting untuk dapat mengefesienkan laba setelah pajak. Karena dalam
setiap langkah manajemen rantai pasokan pasti bersinggungan dengan pajak, diperlukan
perencanaan pajak yang tepat untuk mengurangi beban pajak pada setiap rantai pasokan.
Dari sudut structural, manajemen rantai pasokan sendiri adalah sebuah payung proses
produksi dan distribusi produk kepada konsumen. Supply chain (rantai suplai) merujuk
pada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan
bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dan menyampaikannya kepada konsumen
(Kalakota, 2000, h197). Tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai suplai adalah
untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan (Chopra, 2001, hS5).
Rantai suplai yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang dihasilkan.

Menurut Casley, Pope, dan Hohtulas (2006), supply chain dapat diketegorikan
menjadi dua, yaitu decentralized supply chain dan centralized supply chain. Suatu rantai
suplai terdesentralisasi (decentralized supply chain) adalah model rantai suplai yang
menggunakan pendekatan tradisional dimana model bisnis masih bersifat nasional,
terpisah jauh, dan beroperasi sendiri-sendiri. Dalam model ini, pengendalian (control)
diberikan kepada banyak perusahaan dalam satu grup. Suatu rantai suplai tersentralisasi
(centralized supply chain) adalah model rantai suplai yang sudah dikembangkan lebih
jauh sebagai respon MNE terhadap globalisasi dan kondisi ekonomi dunia yang semakin
terintegrasi. Dalam model tersentralisasi ini, pengendalian lebih banyak diberikan pada
satu tempat bukan pada banyak perusahaan seperti pada model yang terdesentralisasi.

Dengan menggunakan rantai suplai tersentralisasi suatu MNE berusaha untuk
mengeliminasi jaringan transaksi antar perusahaan yang sangat kompleks. Dalam model
rantai suplai terdesentraslisasi, misalnya, sejumlah perusahaan manufaktur, semuanya
melakukan penjualan kepada sejumlah distributor, yang mana masing-masing distributor
mungkin juga melakukan penjualan kepada yang lainnya untuk keseimbangan persediaan
dan untuk memenuhi permintaan. Dalam rantai suplai tersentralisasi, suatu perusahaan
manufaktur melakukan transaksi dengan hanya satu pihak, demikian halnya yang

dilakukan oleh perusahaan penjualan, transaksi hanya dilakukan dengan satu pihak.
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Dalam hal ini, persediaan dimiliki oleh suatu unit terpusat sampai persediaan tersebut
terjual. Melalui rantai suplai tersentralisasi ini, penghematan yang signifikan atas biaya
maupun waktu akan dapat direalisasikan yaitu dengan mengurangi arus transaksi.
Tuntutan perubahan ekonomi global yang semakin kompleks dan cepat
memunculkan ide rantai suplai yang terintegrasi (integrated supply chain) yang
merupakan pengembangan dari model rantai pasokan tersentralisasi. Rantai suplai
terintegrasi didasarkan pada pemikiran dimana aliran barang, informasi dan dana tidak
seharusnya mengalir secara terpisah melainkan harus terintegrasi dan terhubung satu
sama lain untuk mencapai efisiensi supply chain yang maksimum (Kugel, 2009). Oleh
karena berbagai manfaat lebih yang didapatkan oleh MNE dari model rantai suplai
terintegrasi, karena itulah penulis melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Pajak

melalui Transfer pricing dalam Supply Chain Management™.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan adanya PER-43 dan PER-32 mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan
istimewa, nampak semakin sempit kesempatan perusahaan untuk dapat menyalahgunakan
transfer pricing dalam upaya meminimalisasikan beban pajak

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian
sebagai berikut, yaitu:

a) Mengapa Dirjen Pajak menganggap perlu menerbitkan PER-43 serta PER-32?

b) Bagaimana gambaran perencanaan pajak melalui transfer pricing dalam

supply chain management?
c) Faktor-faktor apa saja mendukung perencanaan pajak melalui transfer pricing

melalui supply chain management setelah diterbitkannya PER-32?

1.3 Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
a) Memberikan deskripsi dan analisis mengapa Dirjen Pajak menganggap perlu

untuk menerbitkan PER-43 dan PER-32.
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b) Memberikan deskripsi gambaran kebijakan perencanaan pajak atas transfer
pricing yang dilakukan Wajib Pajak.
¢) Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat

atau mendukung kebijakan perencanaan pajak dalam transfer pricing.

14 Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa signifikansi sebagai
berikut:

a) Signifikansi Akademis:
Skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan atas
pengembangan pengetahuan perpajakan khususnya dalam tax planning
menggunakan transfer pricing.

b) Signifikansi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya dalam menghadapi anti-

tax avoidance atas transfer pricing berdasarkan peraturan baru.

1.5  Batasan Penelitian

Pembahasan mengenai perencanaan pajak dalam penelitian ini, peneliti
membatasi untuk tidak mengupas lebih mendalam tentang masalah evaluasi performa
keuangan, perpajakan pada perusahaan, perpajakan negara lain selain yang negara yang
dijadikan contoh dan lingkup perpajakan yang dianalisa adalah perpajakan penghasilan
selain itu peneliti tidak menganalisa lebih dalam. Yang peneliti tekankan dalam penelitian
ini adalah perencanaan pajak melalui transfer pricing dalam rangka menghadapi

pembaharuan Anti-Tax Avoidance atas transfer pricing.

1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing

terbagi menjadi beberapa sub-bab, agar dapat mencapai suatu pembahasan permasalahan
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yang lebih mendalam dan mudah diikuti. Garis besar penulisan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
Dalam bab ini dibahas mengenai kondisi umum berhubungan dengan
penelitian yakni fenomena menggeserkan penghasilan melalui transfer
pricing yang relevan terjadi pada saat ini. Bab ini terbagi dalam 5 (lima)
sub-bab, yaitu latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi
penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI
Isi bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, tinjauan literatur dan kerangka
pemikiran berdasarkan berbagai literatur yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Teori disarikan dalam kerangka teori yang meliputi
3 (tiga) sub-bab, yaitu tinjauan pustaka, tinjauan literatur dan kerangka
pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi
pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian,
hipotesis kerja, naraseumber/informan, proses penelitian, penentuan site
penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV BEBERAPA GAMBARAN PERENCANAAN PAJAK DENGAN
TRANSFER PRICING MELALUI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
DAN KETENTUAN PERPAJAKANNYA
Dalam bab ini dibahas mengenai praktik perencanaan pajak melalui
transfer pricing. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai peraturan yang
dapat menghambat perencanaan pajak melalui transfer pricing dalam
supply chain management.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Bab ini membahas dan menganalisa ketentuan perpajakan transfer pricing

dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga perencanaan pajak dalam
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upaya meminimalisir potensial risk yang akan timbul dengan adanya

optimasi laba setelah pajak melalui transfer pricing.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk kasus tersebut.

Universitas Indonesia

Perencanaan pajak..., Ramos Pardamean, FISIP Ul, 2012



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dasar penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka ada 2 (dua).
Tinjauan pustaka pertama yang menjadi bahan rujukan adalah penelitian yang pernah
dilakukan oleh Dicky Kusnandar dalam thesisnya (S2) yang berjudul “Perlakuan
Transfer pricing baik menurut Ketentuan Domestik dan Perjanjian Internasional” pada
tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan ruang lingkup
penelitian hanya kepada perjanjian atau ketentuan yang mengatur fransfer pricing dan
juga dampak yang terjadi kepada pemerintah, sehingga membuat peraturan atau
ketentuan baru untuk transfer pricing. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah tujuan
dari penelitian Dicky Kusnandar yang mencoba mengindetifikasi peraturan yang
mengatur transfer pricing serta implementasinya, sedangkan peneliti mencoba untuk
mencari celah atau loopholes yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk memperbesar laba
setelah pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khalid Malik dalam disertasinya (S3)
pada University of Warmick yang berjudul “Tax avoidance by Multinational Enterprises
through Transfer pricing” pada tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif dan ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada aspek penghindaran pajak atas
transfer pricing perusahaan multinasional dan juga dampak yang terjadi pada aspek
perpajakan serta upaya-upaya untuk mencegah penghindaran pajak melalui transfer
pricing. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah tujuan dari Muhammad Khalik
Malik adalah mencoba untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada otoritas
pajak yang dapat dijadikan sebuah pencegah penghindaran pajak dengan membuat
institusi pajak bertaraf inernasional serta peraturan yang lebih canggih, sedangkan
peneliti mencoba memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk Wajib Pajak, sehingga
dapat menggunakan transfer pricing dalam perencanaan pajak pada supply chain

manajemen.
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Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

10

Dicky Kusnandar Muhammad Khalid Malik Peneliti
Judul Perlakuan Transfer | Tax avoidance by | Perencanaan Pajak dengan
pricing baik menurut Multinational Enterprises | Transfer  pricing  melalui
Ketentuan Dol through Transfer pricing) Supply Chain Manajemen
dan Perjanjian
Internasional
Pertanyaan 1. Bagaimana perlakuan 1. Langkah apa yang perlu | 1. Mengapa Dirjen Pajak
y
penelitian terhadap transfer pricing dilakukan dalam rangka menganggap perlu untuk
yang tidak wajar yang memberantas penghindaran menerbitkan PER-43 serta
telah diatur dalam pajak melalui  transfer PER-32?
ketentuan Indonesia? pricing di tingkat | 2.  Bagaimana gambaran
internasional? perencanaan pajak melalui
2. Bagaimana ketentuan mransfer  pricing . dalam
transfer  pricing  yang 2. Apakah wnitary taxation supply chain manajemen?
telah  sesuai  dengan dapat digantikan dengan 3. Faktor-faktor apa saja yang
ketentuan yang berlaku pendekatan arm’s length? mendukung kebijakan
secara internasional? perencanaan pajak dalam
3. Apakah yang harus
transfer  pricing  setelah
3. Upaya-upaya apa yang dsiperhatikan sebelum % P &
. diterbitkannya PER-32?
telah dilakukan oleh DJP arm’s length dapat
dalam rangka digantikan dengan unitary
meminimumkan dampak taxation?
transfer pricing?
Tujuan 1. Menguraikan perlakuan | 1. Mengetahui Langkah apa (1. Memberikan deskripsi dan
Penelitian terhadap transfer pricing yang perlu dilakukan dalam analisis mengenai Dirjen
yang tidak wajar telah rangka memberantas Pajak menganggap perlu
diatur dalam ketentuan penghindaran pajak melalui untuk menerbitkan PER-43
yang ada di Indonesia transfer pricing di tingkat dan PER-32.
internasional. 2. Memberikan deskripsi

2. Menguraikan ketentuan

transfer  pricing  telah
sesuai dengan ketentuan
yang  berlaku  secara

internasional

2. Mengetahui apakah unitary

gambaran kebijakan
perencanaan  pajak  atas
transfer  pricing yang

dilakukan Wajib Pajak.
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Dicky Kusnandar

Muhammad Khalid Malik

Peneliti

B. Memnguraikan upaya-

upaya pemerintah dalam
hal ini DJP dalam rangka
meminimumkan dampak

transfer  pricing  yang

taxation dapat digantikan
dengan pendekatan arm’s

length.

3. Mengetahui apakah yang

harus diperhatikan sebelum

3. Untuk menjelaskan  dan

menganalisis ~ faktor-faktor
apa saja yang mendukung
kebijakan perencanaan pajak

dalam  transfer  pricing

tidak wajar serig , setelah diterbitkannya PER-
menganalisis sampai arm:s length dapat 30
sejauh T digantikan dengan unitary
kemungkinan upaya- iaiioy
upaya yang dilakukan
tersebut dapat mencapai
sasaran.
Pendekatan Kualitatif Deskriptif Kualitatif Deskriptif Kualitatif Deskriptif
Penelitian
Hasil Penelitian (I. Pemerintah telah Perbedaan tarif pajak harus Alasan  DJP  menerbitkan
mengantisipasi serta diminimasi, sehingga PER-43 dan PER-32 adalah
menyusun ketentuan motivasi untuk mengalihakan untuk menyelaraskan

metode transfer pricing
dalam menguji kewajaran
transaksi yang antara lain
melalui pasal 18 ayat 4
undang-undang Nomor 17
tahun 2000 tentang
perubahan ketiga atas UU
No 7 tahun 1983, serta
melalui SE-04/PJ.7/1993.

2. Ada ketentuan pemilihan

metode transfer pricing
dalam  menguji  suatu
transaksi melalui CUP,

CPM, RSM dan
Comparable Adjust
Method.  Serta  adanya
ketentuan mengenai

hubungan istimewa baik di
dalam peraturan domestic
maupun tax treaty.

3. Adanya kerja sama yang

intensif ~ antara  instansi
yang terkait dalam
penyediaan informasi yang
cukup akurat.

penghasilan berkurang
Bilateral tax treaty tidak
mengurangi  dampak  dari
penggeseran penghasilan,
sehingga harus dibuat tax
treaty yang mengikat semua
negara dapat menyelesaikan
masalah tersebut.

Pendirian otoritas pajak yang
berskala global seperti
Organisasi Pajak Internasional
sehingga dapat ~membuat
perundang-undang yang dapat
menyelesaikan masalah
seperti konflik yuridiksi.

peraturan Indonesia dengan
peraturan yang telah berlaku
di dunia, memberikan
kepastian hukum dan
kenyamanan kepada Wajib

Pajak dan untuk
meningkatkan  penerimaan
pajak.

Gambaran  Supply Chain
Management di Indonesia
dilakukan  dalam  upaya
menghemat biaya.

Masih banyaknya loopholes
pada PER-32 memberikan
keuntungan tersendiri untuk
Wajib Pajak tertentu.
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2.2 Tinjauan Literatur
2.2.1 Teori Perencanaan Pajak (Tax planning)
2.2.1.1 Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang primer, yaitu mendahului dan
menjadi dasar dari fungsi-fungsi manajerial lainnya, seperti pengorganisasian,
pengarahan dan pengendalian. Dalam istilah formal, perencanaan diartikan sebagai
pengembangan tindakan sistematis yang diarahkan kepada tujuan bisnis yang disepakati
melalui proses analisis, proses evaluasi dan pemilihan di antara peluang-peluang yang
diramalkan akan muncul, seperi yang dijelaskan Puspoparnoto dalam buku Manajemen
Bisnis, Konsep, Teori dan Aplikasi (2005).

Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus
diminimalisasikan karena mempengaruhi laba setelah pajak. Besar kecilnya laba tidak
terpengaruh langsung oleh pajak, karena pajak hanya mempengaruhi laba setelah pajak,
laba yang akan menjadi dividen untuk dibagikan kepada para investor. Upaya
meminimalisasikan beban pajak tersebut terkait upaya perusahaan untuk memperoleh
keuntungan setelah pajak yang maksimum. Untuk meminimalisasikan beban pajak, pada
umumnya dilakukan perencanaan penekanan pajak (tax planning). Definisi perencanaan
pajak menurut Crumbly D. Larry, P. Friedman Jack dan Susan B. Sanders (1994, p.300)
dalam bukunya Definition of Tax Terms mengatakan, bahwa: “Tax planning is the
systematic analysis if differing tax options aimed at the minimization of the tax liability in
current and future tax periods.”

Dalam beberapa literatur yang memberikan definisi perencanaan pajak antara lain
Spitz dalam bukunya International Tax planning (1983, p. 15), menyebutkan bahwa
perencanaan pajak (fax planning) adalah “...arrangement of business and personnel
affairs in such way to attract the lowest possible incidence of tax and pre arrangement of
facts in most favored way”. Menurut Spitz, perencanaan pajak merupakan pengaturan

kegiatan bisnis dan pribadi dalam rangka mendapatkan kemungkinan dikenakan pajak
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paling kecil, dan pengaturan awal terhadap fakta-fakta paling menguntungkan dalam
pajak.

Erly Suandy (2008, p, 7) mengatakan bahwa perencanaan pajak adalah suatu
proses pengambilan tax factor yang relevan dan non tax factor yang material untuk
menentukan: apakah, kapan, bagaimana; dan dengan siapa (pihak mana) untuk
melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya
beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya
tujuan perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik unsur minimalisasi pajak,
pengaturan, waktu, fakta-fakta yang menguntungkan dalam pajak, sehingga dari unsur-
unsur tersebut nampak bahwa perencanaan pajak merupakan pengaturan transaksi
sehingga didapat beban pajak yang paling minimal yang berdampak kepada laba setelah
pajak yang optimal. Sehingga bila dieloborasikan dengan pendapat Puspoparnoto,
nampak bahwa perencanaan pajak terdiri dari proses analisis undang-undang pajak,
proses evaluasi undang-undang pajak dan proses pemilihan celah-celah/loopholes

undang-undang pajak demi mencapai tujuan memperbesar laba setelah pajak.

2.2.1.2 Perencanaan Pajak Internasional

Pada perencanaan pajak khususnya dalam transfer pricing, perencanaan pajak
yang dilakukannya melibatkan regulasi lebih dari satu negara yang sering dikenal dengan
international tax planning. Sebagaimana dikemukakan oleh Spitz (1983, p. 2) sebagai
berikut:

“International tax planning is tax planning where factors involving more

than one country are included in the original database or where a foreign

element is introduced as an extension of national tax planning”

Adapun tujuan dari perencanaan pajak internasional menurut Spitz (1983, p. 82)
adalah untuk meminimalisir atau menangguhkan pengenaan pajak secara legal dalam
upaya mencapai bisnis yang diinginkan, mengantisipasi pajak berganda dan memperoleh
keuntungan dari hubungan antara dua atau lebih sistem perpajakan serta faktor-faktor non

pajak lainnya. Perencanaan pajak internasional akan lebih efektif jika semua faktor yang
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bersifat material dipertimbangkan pada awal akan dimulainya suatu transaksi
internasional. Suandy (2000, p. 316) menambahkan bahwa hal-hal yang ingin dicapai
dalam perencanaan pajak internasional adalah:

1) Untuk menjamin agar seluruh sasaran yang dilaksanakan oleh unit-unit
perusahaan multinasional sejalan dengan pencapaian sasaran induk
perusahaan

2) Mengarahkan para manager unit-unit perusahaan dalam rangka pengambilan
keputusan yang seirama dengan tujuan perusahaan.

3) Terdapat suatu ukuran yang seragam untuk menilai prestasi

4) Komunikasi yang efektif antar seluruh unit perusahaan

2.2.1.3 Konsep Perencanaan Pajak Internasional melalui Transfer pricing

Disparitas tarif pajak antar negara menciptakan insentif anggota sebuah grup
perusahaan multinasional untuk mencoba mengecilkan kewajiban perpajakan dan
memperbesar penghasilan setelah pajak keseluruhan di perusahaan multinational tersebut.
Untuk perusahaan multinasional efek ini dapat tercapai dengan secara tidak nyata
memindahkan penghasilan kena pajak dari afiliasi yang berada di negara dengan tarif
tinggi ke anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif rendah untuk mengurangi
pembayaran pajak secara global (Grubert dan Mutti, 1991; Ghosh dan Crain, 1993).

Dalam buku berjudul “Transfer pricing for Financial Institutions”, John Mullen
memberikan formulasi untuk harga transfer optimal. Formulasinya sebagai berikut:

1) Untuk transfer pricing dari high tax country ke low tax country

Tp=MCp=Total Cost in Home Country
Total Quantity of Production
2) Untuk transfer pricing dari low tax country Ke high tax country

Tp=Sales in Host Country — Total Cost in Host Country
Total Quantity of Production

Keterangan:
Tp = Optimal Transfer Price
MCp = Biaya Marginal Produksi
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Untuk menggambarkan efek pajak penghasilan dengan menggunakan transfer
pricing untuk kegiatan lintas-perbatasan kita dapat menggunakan contoh berikut.
Misalkan perusahaan di Swedia milik dari sebuah perusahaan multinasional Jerman
memproduksi 12,500 unit dan menjual 12,500 unit ke anak perusahaan Siprus, yang juga
dimiliki oleh perusahaan multinasional Jerman pada 20 € per unit. Anak perusahaan
Siprus menjualnya lagi 40 € per unit kepada pelanggan. Biaya produksi untuk barang
12,500 unit tersebut sebesar 120.000, dengan komposisi COGS sebesar 75.000 dan
Operating Expense 45.000. Dengan menggunakan formulasi yang diberikan oleh John
Smullen untuk mendapat transfer pricing dengan harga optimal, angka yang didapt
sebesar 9,6. Untuk membuktikan hal tersebut, kita akan mengambil angka lebih besar
dari 9,6 dan lebih kecil dari 9,6.

Menimbang bahwa tarif pajak penghasilan Siprus 10 persen dan Swedia 28
persen, jelas bahwa menggunakan harga transfer yang lebih rendah antara dua

perusahaan menyebabkan pengurangan pajak.

Tabel 2.2
Efek Penggunaan Transfer pricing dari High Tax Country ke Low Tax Country
Transfer
Price $9,6 $10 $9
Swedia | Siprus | PM Swedia | Siprus | PM Swedia | Siprus | PM
Sales 120000 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 500000 | 112500 | 500000 | 500000
COGS 75000 | 120000 | 75000 [ 75000 | 125000 | 75000 | 75000 | 112500 | 75000
Gross
Profit 45000 | 380000 | 425000 | 50000 | 375000 | 425000 [ 37500 | 387500 | 425000

Op. Exp. | 45000 | 150000 [ 195000 [ 45000 | 150000 | 195000 [ 45000 | 150000 | 195000

Net

Income
Before
tax 0 | 230000 | 230000 5000 | 225000 | 230000 -7500 | 237500 | 230000

Income
Tax 0 23000 23000 1400 22500 23900 0 23750 23750

Net

Income
after
tax 0 | 207000 | 207000 3600 | 202500 | 206100 -7500 | 213750 | 206250

Sumber: Diolah Peneliti
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Jika melihat table diatas maka TP Optimal adalah $9,6 karena dengan harga
tersebut perusahaan dapat mengoptimalkan laba setelah pajak secara keseluruhan, yaitu
$207000, dibandingkan dengan $206100 (bila TP dengan $10) dan $206250 (bila TP
dengan $9)

Untuk memberikan gambaran lebih mendetil peneliti akan membalik tax rate dari
Siprus dan Swedia, sehingga tax rate Siprus mnejadi 28% dan Swedia menjadi 10. Dan
nilai transfer menggunakan rumus tersebut adalah 28. Maka untuk membuktikannya akan
digunakan 29 dan 9,6.

Tabel 2.3
Efek Penggunaan Transfer pricing dari Low Tax Country ke High Tax Country

Transfer
Price $9,6 S28 S29

Swedia | Siprus | PM Swedia | Siprus | PM Swedia | Siprus PM
Sales 120000 | 500000 | 500000 | 350000 | 500000 | 500000 | 362500 | 500000 | 500000
COGS 75000 | 120000 | 75000 | 75000 | 350000 | 75000 | 75000 [ 362500 | 75000
Gross
Profit 45000 | 380000 | 425000 | 275000 | 150000 | 425000 | 287500 | 137500 | 425000

Op. Exp. | 45000 | 150000 | 195000 | 45000 | 150000 | 195000 | 45000 | 150000 | 195000

Net

Income
Before
tax 0 | 230000 | 230000 | 230000 0 | 230000 | 242500 | (12500) | 230000

Income
Tax 0 64400 64400 23000 0 23000 24250 0 24250

Net

Income
after
tax 0 | 165600 | 165600 | 207000 0 | 207000 | 218250 | (12500) | 194000

Sumber: Diolah Peneliti

Jika melihat table diatas TP Optimal adalah $28 karena dengan harga tersebut
perusahaan dapat mengoptimalkan laba setelah pajak secara keseluruhan. Mungkin pada
tataran ini, perencanaan seperti ini harga tidak menjadi masalah. Akan tetapi, dalam
realitanya harga harus mencermin harga pasar. Maka, terkadang perusahaan menetapkan
harga dengan cara overpricing atau underpricing dengan mengadjust harga tersebut

dengan Marginal Cost produksi (Smullen, 2001, p. 18).

Universitas Indonesia

Perencanaan pajak..., Ramos Pardamean, FISIP Ul, 2012




17

2.2.1.4.Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Perencanaan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak termasuk PMA untuk
meminimalisir pajak terhutang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih
memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan
(unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah fax avoidance dan tax evasion.
Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut (Chelvathurai, 1985, p. 5-8):
“Tax avoidance is used to denote the reduction of tax liability thruoh legal means. In
extended or pejorative sense, however, the terms is also used to describe tax reductions
achieved by artificial arrangements of personal or business affairs by taking advantage
of loopholes and anomalies in the law”.

“Tax evasion is usually defined as the reduction of tax by illegal means, including the
omission of taxable income or transaction from tax declaration by fraudulent means”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa baik fax avoidance dan tax evasion
sama-sama bertujuan untuk mengurangi hutang pajak. dalam hal ini fax avoidance
dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum yaitu dengan cara
memanfaatkan kelemahan yang ada pada hukum tersebut, sedangkan fax evasion
dilakukan dengan cara illegal atau melanggar ketentuan yang berlaku. Seringkali dalam
praktik batas antara praktik rax avoidance dengan tax evasion sulit untuk dibedakan.

Walaupun secara legal fax avoidance dan tax evasion dapat dibedakan, namun
secara ekonomis baik perencanaan pajak melalui fax avoidance atau tax evasion sam-
sama berakibat mengurangi penerimaan pajak. Menurut Gunadi (2007), penghindaran
pajak (tax avoidance) melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan efektif kebijakan pajak
yang legitimate dan deviasi teknis dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, penyelundupan pajak (tax evasion) terutama terjadi dengan penghilangan
atau kurang melaporkan objek pajak yang kadangkala didukung dengan rekayasa legal,

akuntansi dan administrative lainnya.

2.2.2. Harga Wajar dan Laba Wajar
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harga dalam transfer pricing harus bisa

mencerminkan harga yang dilakukan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa

Universitas Indonesia

Perencanaan pajak..., Ramos Pardamean, FISIP Ul, 2012



18

atau yang tidak saling berelasi atau sering disebut dengan arm’s length price (Tucha dan
Brem, 2010). Merks (2010) mengatakan bahwa arm’s length price merupakan harga
barang-barang dan jasa yang diperdagangkan oleh pihak yang saling berelasi harus sama
jika mereka merupakan pihak yang independen dan pada kondisi perusahaan yang sama.
Pada awalnya, penetapan harga arm’s length ini hanya berdasarkan satu harga atau one-
spot price, tapi pada perkembangannya harga yang terdapat di pasar bisa beragam yang
akhirnya menciptakan arm’s length range yang pertama kali ditetapkan di Amerika
Serikat (Mehafdi, 2004). Sebagai contoh, sebuah barang dihasilkan dengan biaya 10 dan
dijual kepada pihak yang berelasi dengan harga 15 dan lalu menjual barang tersebut
dengan harga 20. Lalu agar praktek transfer pricingnya di anggap wajar, maka dilakukan
penelitian dalam mencari harga wajarnya dan rupanya harganya berkisar dari 15 sampai
dengan 20, sehingga tercipta arm’s length range dengan harga dari 15 dan 20. Dan setiap
harga yang berada pada range tersebut akan dianggap oleh otoritas perpajakan sebagai
harga yang wajar. Dalam mencari arm’s length price ini dilakukanlah analisis yang
terdiri dari analisis fungsi dan risiko (Tucha dan Brem, 2010, p. 160). Analisis fungsi dan
risiko ini bertujuan untuk menghasilkan informasi apakah pihak yang berelasi dapat
dikategorikan sebagai bisnis unit dengan fungsi rutin, fungsi entrepreneurial atau fungsi
hybrid dalam transaksi yang mempunyai hubungan istimewa tersebut :
1) Perusahaan dengan fungsi rutin
Dalam terminologi fransfer pricing, unit bisnis dengan fungsi rutin adalah unit
dari grup multinasional yang menunjukkan keterbatasan ruang lingkup dari
aktivitas fungsi dan risiko yang dipikul (Tucha dan Brem, 2010, p.254).. Unit
dalam fungsi ini adalah service provider, contract manufacturer dan
distributor tanpa tanggungjawab marketing atau pemasaran (low risk
distributor). Perusahaan seperti ini normalnya tidak menanggung risiko dari
kerugian utang dan risiko pasar. Penyebaran asset terbatas; risiko investasi
dihedging yang mempunyai arti bahwa kontrak dengan supplier dan
konsumen dan strategi merupakan instruksi dari perusahaan induk. Dalam
ketidakhadiran fluktuasi ekonomi, perusahaan dengan fungsi rutin

mendapatkan penghasilan kecil tapi dengan margin penghasilan yang konstan.
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Untuk kegunaan transfer pricing analisis, perusahaan dengan fungsi rutin
ditugaskan dengan gross atau net mark up seperti yang direfleksikan dalam
cost plus method atau resale price metode.

Perusahaan dengan fungsi entrepreneurial

Bentuk lain dalam skala fungsi adalah unit entrepreneur, atau yang sering
disebut dengan unit strategi (Tucha dan Brem, 2010, p.254).. Unit seperti ini
mempunyai kontribusi materi tangible dan intangible asset kepada bisnis.
Unit entrepreneur dibuat agar bertanggungjawab atas kesuksesan ataupun
kegagalan perusahaan. Perusahaan ini menanggung risiko strategi dan
ketidakpastian dari bisnis. Pembuat keputusan yang memutuskan strategi pada
grup atau rantai nilai yang dipertimbangkan, semua diletakkan pada unit
entrepreneur. Unit ini dalam terminologi transfer pricing sebagai yang berhak
atas residual profit. Dengan ketentuan analisis dokumentasi arm’s length,
secara ekonomi sulit untuk menentukan residual profit dari perusahaan ini
wajar atau tidak. Kesulitan utama, kurangnya variable pebanding, karena
mempunyai dampak besar pada bisnis. Karenanya, arm’s length analisis
dilakukan secara tidak langsung melalui perbedaan antara penghasilan dari
fungsi nonentrepreneur dan keseluruhan penghasilan rantai nilai. Sehingga
kebanyakan dari perusahaan-perusahaan seperti ini menggunakan TNMM
untuk merefleksikan transaksinya sudah wajar. Contoh perusahaan ini adalah
perusahaan holding, perusahaan holding adalah perusahaan yang sengaja
dibuat dalam rangka menggrupkan beberapa perusahaan, dengan tujuan laba-
laba dari perusahaan dalam grup tersebut terkumpul dalam perusahaan
holding ini.

Perusahaan dengan fungsi hybrid

Antara perusahaan yang mempunyai fungsi rutin dan tidak rutin
(entrepreneur, strategi unit) (Tucha dan Brem, 2010, p.254), dunia nyata
memberikan variasi dengan perusahaan berfungsi hybrid. Perusahaan dengan
fungsi hybrid adalah perusahaan dengan menggabungkan fungsi rutin dan

nonrutin. Jika melihat dari bentuk perusahaan, perusahaan seperti ini adalah
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gabungan perseroan terbatas dengan jaminan dengan perusahaan memiliki
share capital. Mempertimbangkan model transfer pricing dari alokasi fungsi
dan risiko, pengemban risiko dan penyebaran asset, perusahaan berfungsi
hybrid lebih mengarah kepada perusahaan berfungsi rutin. Untuk keperluan
dokumentasi, unit seperti ini kurang pebanding. Oleh karena itu, perencanaan
budget internal dan data actual diperlukan untuk menetapkan transfer pricing
wajar.

Lalu setelah analisis ini telah dengan tepat disusun, maka perusahaan akan

menetapkan transfer pricing method sesuai dengan analisis fungsi dan risiko. Metode

transfer pricing inilah yang akan mencerminkan harga wajar dilakukan oleh kedua pihak

yang saling berelasi tersebut. Dalam prakteknya ada 6 (enam) metode harga transfer yang

dilakukan oleh perusahaan (Horngren dan Foster, 1987), yaitu:

Iy

Harga transfer berdasarkan pasar (Market Based)

Model ini berada pada harga pasar yang berlaku (current market price) sebesar
harga pasar dikurangi diskon (market-price minus discount). Bentuk ini menjadi
tolok ukur untuk menilai kemampuan kinerja manajemen unit usaha karena
menunjukkan kemampuan produk untuk menghasilkan laba serta merangsang unit
usaha untuk bersaing.

Harga transfer berdasarkan biaya (Cost Based)

Harga transfer dihitung berdasarkan biaya produksi. Biaya yang digunakan dalam
harga transfer berdasarkan biaya actual atau biaya yang dianggarkan. Transfer
berdasarkan biaya termasuk suatu mark-up atau profit margin yang
menggambarkan tingkat laba suatu unit usaha. Penentuan harga berdasarkan biaya
sederhana dan menghemat sumber daya karena informasi biaya tersedia pada
tingkat aktivitas.

Harga transfer berdasarkan negosiasi

Pemberian tingkat otoritas dan pengendalian laba per divisi secara memadai
menghendaki kemungkinan penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi.

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kedua unit usaha mempunyai posisi tawar
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menawar yang sama, namun boleh jadi transfer pricing yang demikian akan
memakan waktu negosiasi, mengulang penyesuaian laba antar tiap divisi.

Full Cost Base

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan menggunakan fransfer pricing
berdasarkan full cost. Full cost adalah jumlah total dari biaya variabel dan biaya
tetap. Untuk menaksir suatu harga mendekati harga pasarnya, transfer pricing
berdasarkan biaya kadang-kadang dibuat pada full cost plus suatu margin.
Transfer pricing ini kadang-kadang dapat mengarahkan pada keputusan unit
untuk meletakkan residual profit di unit yang dianggap strategis secara ekonomi.

. Harga Transfer Arbitrasi (Arbitrary Transfer Price)

Dalam pendekatan ini fransfer pricing ditentukan berdasarkan interaksi kedua
unit usaha dan pada tingkat harga yang dianggap terbaik bagi kepentingan

perusahaan.

. Harga Transfer Ganda

Transfer pricing ini digunakan untuk memenuhi disparitas tanggungjawab dari
unit usaha perusahaan. Contohnya, penjual dapat merekam transfer kepada unit
lain dengan harga pasar yang mau dibayar oleh pihak luar. Pembeli,
bagaimanapun, akan merekam pembelian dengan biaya variabel produksi. Setiap
performa unit akan meningkat dengan penggunaan harga transfer ganda dan
perusahaan akan mendapat keuntungan karena biaya variabel akan dipakai untuk
tujuan pembuatan keputusan.

Seperti yang kita lihat di atas banyak strategi yang digunakan Wajib Pajak dalam

menentukan harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan

banyak cara di atas tidak merefleksikan harga pasar, sehingga otoritas pajak memerlukan

metode-metode untuk dapat menguji kewajaran harga dari perusahaan tersebut. Dalam

prakteknya ada 6 (enam) metode untuk membuktikan kewajaran harga yang ditetapkan

oleh perusahaan , yaitu (OECD, 2009):

1. Comparable uncontrolled price method

Melalui metode ini harga transfer yang ditentukan oleh suatu perusahaan

multinasional diuji kewajarannya dengan membandingkannya dengan harga
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transfer yang dilakukan dalam transaksi antar perusahaan yang tidak memiliki
hubungan istimewa. Karena cara yang dilakukan adalah metode pembanding,
antara variable yang sama dengan yang ingin diuji kewajarannya haruslah
bersedia sebagai pembandingnya. Untuk itu beberapa factor penting haruslah
tersedia sebagai pembanding tersebut. Hal ini senada dengan yang dikatakan
rachmanto, apabila terdapat perbedaan antar harga tersebut, harga yang terjadi
antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan dipengaruhi oleh
syarat-syarat dagang atau financial yang tidak wajar.

Secara teoritis metode ini yang paling baik, namun pada prakteknya mengalami
kesulitan. Sebagai contoh, perbedaan kuantitas, kualitas, persyaratan, waktu
penjulan, merk dagang, pangsa pasar, dan geografis pasar dapat merupakan

penyebab ketidaksebandingan.

. Resale price method

Metode ini membuktikan harga transaksi dengan melihat harga transaksi antara
pihak-pihak yang indipenden setelah terjadinya tarnsaksi antara pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa, menyangkut barang yang sama. Harga tersebut
kemudian dikurangi dengan gross margin yang pantas yang merupakan jumlah
yang ditetapkan oleh penjual untuk menutup kembali harga pokok berikut biaya
operasi lainnya. Sisanya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan
pembelian barang tersebut menghasilkan harga yang dianggap wajar. Resale price
margin dari transaksi antar perusahaan dalam satu grup dapat ditentukan dengan
merujuk pada resale price margin yang diharapkan oleh penjual atas barang yang
dibeli dan dijual berdasarkan transaksi yang sejenis yang tidak dipengaruhi oleh
hubungan istimewa. Kerumitan resale price method dapat terjadi dalam penentuan
comparable mark-up dimana fungsi reseller akan sangat mempengaruhi besarnya
mark-up..

Cost plus method

Metode ini mendekati kewajaran transfer pricing dengan menambah mark-up
yang pantas dari cost yang melakukan transfer. Metode ini dimulai dengan

besarnya jumlah yang dikeluarkan oleh pemasok harta atau jasa dalam transaksi
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yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian atas jumlah tersebut
ditambahkan suatu jumlah mark-up sehingga menunjukkan laba sesuai dengan
keadaan pasar. Pendekatan ini dipakai dalam kasus penyerahan produk semi akhir
atau satu anggota asosiasi sebagai subkontraktor dari lainnya. Kerumitan metode
cost-plus method meliputi keandalan harga pokok dan tersedianya laba kotor
pembanding.

Transactional Net Margin Method (TNMM)

TNMM memeriksa net profit margin relatif dengan dasar layak (seperti biaya,
penjualan, asset) yang disadari dalam transaksi. TNMM mencoba untuk membuat
perbandingan antara indikator finansial pada perusahaan yang berafiliasi ke
perusahaan independent dengan indikator yang sama. Hal ini karena fakta
walaupun alternatif tapi mempunyai perbandingan untuk dipertahankan. Seleksi
indikator profit yang layak adalah elemen penting dalam menerapkan TNMM
dengan tepat. Penting untuk mempertimbangkan dengan tepat kepada sifat bisnis
dan pertimbangan komersial lainnya. Sebagai contoh, indikator profit seperti
return on asset lebih cocok untuk perbandingan perusahaan manufaktur dengan
investasi capital secara ekstensif.

Profit Split Method

Metode ini membuktikan transaksi dengan memisahkan penghasilan dari sebuah
perusahaan multinasional dalam suatu cara yang sama dengan perusahaan
independent dalam joint venture. Hal itu mungkin layak digunakan dalam metode
yang transaksinya begitu terhubung yang membuat tidak mungkin untuk
mengindentifikasikan secara tepat dengan transaksi pebanding.

Tujuan dari metode ini adalah untuk meyetujui total pendapatan divisi perusahaan
independent akan dihasilkan dari transaksi ini. Penghasilan harus dipisahkan
menggunakan basis yang valid secara ekonomi yang merefleksikan fungsi dan
risiko dari tiap pihak. Untuk menerapkan metode ini, perlu untuk mengetahui
penghasilan yang muncul dari transaksi pihak yang saling berafiliasi dan
memisahkannya antara peihak yang saling berafiliasi berdasarkan kontribusi

mereka pada pendapatan.
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2.2.3. Teori Anti-Tax avoidance Rule

Dalam upaya melakukan perencanaan pajak internasional, khususnya PMA,
terdapat kesulitan yang diakibatkan suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan
penghindaran pajak yang bersifat khusus (Spesific Anti Avoidance Rule/ SAAR) yang
diatur dalam undang-undang domestiknya, seperti controlled foreign company, arm’s
length rule, advance pricing agreement, dan debt to equity ratio, khusus Indonesia contoh
Pasal 18 UU PPh dan peraturan pelaksanaan PER-43 atau PER-69 serta PER-32.

Anti-tax avoidance dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu(Turonyi, 2003, p. 193).:

a) Spesific Anti Avoidance Rule (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak
atas transaksi fransfer pricing, thin capitalization, treaty shopping dan
controlled foreign corporation (CFC), dalam hirarki peraturan Indonesia
SAAR dimanifestasikan sebagai peraturan pelaksana, contoh: PER-43.

b) General Anti Avoidance Rule (GAAR), yaitu, ketentuan anti penghindaran
pajak untuk mencegah transaksi yang dilakukan Wajib Pajakn yang semata-
mata untuk menghindari pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi
bisnis, dalam hirarki peraturan Indonesia GAAR dimanifestasikan sebagai
Undang-Undang, contohnya UU PPh pasal 18(3).

Dalam praktik di beberapa negara, specific anti avoidance rule (SAAR) efektif
dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum
bagi para Wajib Pajak Oleh karena itu, banyak perusahaan untuk mencari celah dari
kepastian hukum tersebut dan membuat perencanaan pajak untuk tujuan perusahaan
memperbesar laba setelah pajak. Dalam praktek perpajakan Indonesia yang dikategorikan
sebagai SAAR atas transfer pricing adalah PER-43, PER69 dan PER-32.

Selain ketentuan yang bersifat khusus tersebut, di banyak negara juga
menerbitkan ketentuan pencagahan penghindaran pajak yang bersifat umum (General
Anti Avoidance Rule/ GAAR) contohnya Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 18
ayat 3 untuk transfer pricing. Tujuan dibuatnya ketentuan tersebut adalah untuk
mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang
bersifat khusus atau untuk melawan tindakan tax avoidance yang pada saat dibuatnya

peraturan belum dikenal. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa terdapat
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kecenderungan praktik penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih dan sulit
dideteksi serta ditangkal hanya dengan mengandalkan SAAR (Turonyi, 2003, p. 192-
193). Dalam hal ini Wajib Pajak tidak lagi melakukan tax planning yang bersifat
defensive tax planning (perencanaan pajak yang bersifat compliance), melainkan
offensive (perencanaan pajak yang memanfaatkan celah atau loopholes) yang sering
dikenal dengan istilah aggressive fax planning dalam hal ini transfer pricing untuk dapat
mencapai tujuan perusahaan untuk memperbesar laba setelah pajak. Tapi dalam
praktiknya banyak pemerintahan yang kurang mengerti mana yang aggressive fax
planning dan defensive tax planning, seperti yang dikatakan oleh Cooper (1997, p. 31)
mengatakan bahwa GAAR harus memuat pembedaan antara transaksi yang tergolong
acceptable tax avoidance dan yang tergolong unacceptable tax avoidance karena tidak
semua penghindaran pajak bersifat offensive, sehingga ini merupakan kesempatan untuk

Wajib Pajak untuk memanfaatkan kekurangan tersebut.

2.2.3.1.Peranan Pemerintah dalam menangani Praktik Penghindaran Pajak dalam
mengamankan Penerimaan Pajak (Target Setoran Pajak)

Secara garis besar reformasi perpajakan berbicara tentang intensifikasi dan
ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan berkaitan dengan usaha pemungutan
pajak dan administrasi perpajakan. Sedangkan ekstensifikasi perpajakan berbicara
tentang perluasan basis pajak dan evaluasi terhadap tarif pajak. Permasalahan
intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan berhubungan dengan fax optimality,
optimalitas perpajakan yang berhubungan dengan kondisi perekonomian secara makro.
Secara garis besar model tax optimality standar berusaha memaksimalkan penerimaan
pajak yang menghadapi kendala basis pajak (Sriwimarti danWaluyo, 2006). Dalam hal
ini PER-32 adalah ekstensifikasi perpajakan karena menyadari bahwa transfer pricing
adalah potensi pajak yang masih jarang dimanfaatkan.

Makfatih dalam disertasinya mengutip pendapat Uppal dan Reksohadiprodjo
(1999) dan Sour (2001, p. 3) menyatakan motivasi terjadinya penghindaran atau
penggelapan pajak di Indonesia antara lain disebabkan karena: kurangnya pendidikan,

rendahnya pengawasan dan law enforcement, kinerja pemerintah dan faktor eksternal,
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yakni: regulasi dan mekanisme pasar, sehingga Wajib Pajak memanfaatkan kekurangan
tersebut untuk dapat melakukan perencanaan pajak.

Dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara dari sektor pajak (terutama dari
transfer pricing), pemerintah dapat melakukan intervensi, baik yang bersifat langsung
ataupun tidak langsung (Campo dan Sundaran, 2000, p. 24). Menurutnya regulasi yang
efektif untuk mencapai kepentingan public merupakan fungsi pemerintah yang esensial.
Sebuah system peraturan yang bagus mendukung aktivitas ekonomi nasional,
perkembangan, dan adil dalam banyak cara — mendefinisikan property rights dan
menghindari ketidakperluan litigasi, memelihara persaingan, memperbaiki kegagalan dan
mempromosikan keefisienan dan keadilan sosial.

Senada dengan hal di atas Yudkin (1971, p. 17) juga menyebutkan bahwa dalam
upaya mengantisipasi kesalahan ataupun ketidakbenaran WP dalam melaporkan
pajaknya, sistem perpajakan harus dilengkapi dengan ketentuan mengenai penelitian
maupun pemeriksaan atas laporan yang disampaikan oleh WP tersebut. Di samping itu
upaya untuk melakukan law enforcement atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak serta peningkatan pengetahuan fiskus mengenai masalah perpajakan juga
merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Selain pentingnya pemeriksaan dan penyempurnaan peraturan atau regulasi yang
efektif untuk menangkal praktik penghindaran pajak demi penerimaan pajak, juga
diperlukan adanya kerjasama antar administrasi pajak baik domestic maupun
internasional melalui pertukaran informasi sebagaimana dikemukan oleh Gnazzo (1985,
p. 20) sebagai berikut:

“There are two ways of combating tax avoidance and tax evasion and

accordingly, reducing the magnitude of the underground economy, namely

by: improving the efficiency and effectiveness of tax administration and

reviewing legal regulation and promoting cooperation between tax

administration to combat tax evasion and tax avoidance at the internal

and internasional levels”.

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas, untuk menangkal praktik-praktik

penghindaran pajak (tax avoidance) pemerintah dalam hal ini otoritas pajak Indonesia
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(Direktorat Jenderal Pajak/ DJP) sebagai institusi yang menangani perpajakan harus
melakukan upaya-upaya, antara lain sebagai berikut:
1) Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan.
2) Melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak
3) Meningkatkan pendidikan perpajakan bagi aparat perpajakan (fiskus).
4) Melakukan pertukaran informasi (exchange of information) baik di tingkat

domestic maupun internasional.

2.2.4 Teori Harga Transfer (Transfer pricing)

Globalisasi ekonomi dan bisnis lintas negara mendorong terbentuknya perusahaan
multinasional. Andaikata tidak terhalangi oleh yuridiksi territorial suatu negara,
perusahaan tersebut mungkin beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang,
menggabungkan anak-anak perusahaan atau menyelenggarakan kontrak keagenan. Suatu
studi yang dilakukan di Amerika, Kanada, Inggris, Jerman dan beberapa negara eropa
serta Jepang menunjukan bahwa pada tahun 1970 sekitar 75% dari perdagangan
internasional negara-negara tersebut dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam
perusahaan multinasional (Folsom & Gordon, 1999, p, 1029-1031).

Transfer pricing sebagai piranti pengukur kinerja keuangan antara perusahaan
induk dan anak perusahaan merupakan hal yang penting. Pada hakikatnya perusahaan-
perusahaan di berbagai negara tersebut merupakan satu entitas ekonomi yang berada di
bawah kepemilikan atau penguasaan yang sama dan kurang lebih dikendalikan oleh
perusahaan induk di kantor pusatnya.

Karena perusahaan dikendalikan oleh perusahaan induk, maka perusahaan induk
dapat menentukan fransfer pricing yang berlaku antar grup perusahaan. Transfer pricing
dapat menyimpang dari harga yang normal atau sebenarnya. Meskipun hakekat transfer
pricing dalam bisnis berskala global diperlukan untuk mengukur kinerja tiap divisi atau
anak perusahaan, perlu disiapkan suatu transfer pricing yang wajar atau sesuai dengan
arm’s length principle. Transfer pricing dapat dijadikan piranti untuk menghitung

kemampuan tiap pusat pertanggung jawaban dalam menghasilkan laba sesuai dengan
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kontribusinya terhadap keseluruhan perusahaan multinasional. Namun demikian, karena
transfer pricing sangat tergantung pada kebijkan alokasi keuntungan dan biaya oleh pusat
manajemen perusahaan multinasional, maka kebijakan transfer pricing sangat
mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara. Oleh karenanya maka, pengawasan
transfer pricing perusahaan multinasional dilakukan secara intensif oleh otoritas pajak
dan bea cukai di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan cara membuat regulasi-
regulasi dan divisi penyidikan transfer pricing pada otoritas pajak. Hal ini disebabkan

karena perusahaan dituding sering mamanipulasi transfer pricing (Gunadi, 1994, p, 15).

2.2.5. Teori Produksi dan Distribusi barang ke Konsumen - Supply Chain
Management

Supply Chain Management (SCM) adalah hubungan timbal-balik antara penyedia
dan pelanggan untuk menyampaikan nilai-nilai yang sangat optimal kepada pelanggan
dengan biaya yang cukup rendah namun memberikan keuntungan supply chain secara
menyeluruh (Martin Christoper, 2005, p.4). Keunggulan dari segi cost, fleksibilitas,
kepuasan pelanggan, ketepatan serta waktu yang ekonomis yang dapat dihasilkan oleh
SCM adalah sebuah alasan mengapa SCM dapat berkembang dengan pesat (Hilmola,
2007, p. 90). Strategi manajemen supply chain dilakukan dengan memecah perbatasan-
perbatasan antar perusahaan yang secara tradisional memisah-misahkan pelaku
pengadaan barang atau jasa, yang mengakibatkan terpecahnya daya kemampuan mereka.

Bagan 2.1
Konfigurasi Umum Supply Chain

Information flow (orders, schedules, forecasts, efc.)

Suppliers  |#» Manufacturers [ Assemblers |« Retailers |4  Customers

Use or
consumption

Parts Product

Sales
manufacture assembly | 7| ™

Materials |

Material flow (supplies, production, deliveries, etc.)

Sumber: Rahmadi, 2008, p. 11
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Mata rantai SCM bermula dari sumber yang menyediakan bahan pertama yang
disebut supplier. Kemudian rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu
manufacturer atau plants atau assamblers atau fabricator atau bentuk lainnya yang
melakukan pekerjaan membuat atau menyelesaikan proses pembuatan barang (finishing).
Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler
atau pedagang besar dalam jumlah besar. Pada tahap retailer ini barang atau komoditi
berada pada tempat penyimpanan sementara sebelum sampai kepada konsumen. Tahap
ini biasanya merupakan lokasi yang secara geografis ataupun secara komersial mudah
dicapai oleh konsumen. Mata rantai terakhir adalah konsumen, mata rantai ini baru benar-
benar selesai jika barang atau komoditi tiba dipemakai barang atau komoditi atau jasa
yang dimaksud.

Dalam prakteknya SCM selalu berhubungan dengan penggunaan secara efisien
setiap biaya, seperti yang dikatakan oleh Johnson dan Wood (1993, p. 12), yaitu
pengeluaran setiap unit dapat secara simultan dipergunakan dengan maksimal dan
memenuhi level pelayanan yang memadai. Pada kenyataannya setiap unit (seperti
penyedia, pabrifikasi dan lain-lainnya) membayar pajak, dan pajak merupakan biaya.
Perencanaan pajak dapat terjadi dengan secara sengaja membuat laporan keuangan nihil
di perusahaan downstream (sehingga pajak terutang Rp. 0), yaitu dengan sengaja
membuat harga sesuai dengan biaya pembuatan dan menjual tersebut kepada perusahaan
lain (upstream) dalam satu penguasaan di negara yang mempunyai benefit tax sehingga
membayar pajaknya dapat menjadi lebih kecil pada level grup.

Dengan menganalisis keseluruhan proses, diperoleh beberapa keuntungan-dari
penerapan supply chain sebagai berikut (Rahmadi, 2008, p.12):

e Mengurangi persediaan barang, sehingga bisa mengurangi biaya inventory, biaya
penyimpanan dan biaya kerusakan dan kehilangan akibat penyimpanan,

e Menjamin kelancaran penyediaan barang, karena kerjasama yang dilakukan
antara pihak perusahaan jasa konstruksi dengan vendor.

e Menjamin mutu material yang disupplai sesuai dengan kondisi yang diinginkan,

dan harga yang lebih kompetitif,
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e Posisi biaya yang rendah memberikan ketahanan kepada perusahaan terhadap
rivalitas dari para pesaing, karena biaya rendah memungkinkan perusahaan tetap
menghasilkan laba kerena para pesaingnya mengorbankan laba untuk tetap
bersaing.

Seperti yang telah sebelumnya dijabarkan, perencanaan pajak kita berurusan
dengan supply chain yang berelasi terhadap prinsip kewajaran, fungsi yang dilakukan,
asset yang digunakan dan risiko yang ditanggung oleh sebuah entitas dalam salah satu
transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengefisienkan biaya termasuk pajak. Jika
melihat penjelasan diatas maka manajemen rantai pasokan mempunyai efek langsung
kepada alokasi pendapatan kena pajak dari beberapa perusahaan dari perusahaan
multinasional karena setiap level rantai pasokan terdiri dari sebuah unit yang wajib
mengikuti perpajakan sebagai suatu Badan. Dimana sebuah entitas berada pada negara
yang berbeda, yang mana alokasi biasanya berefek kepada alokasi pendapatan kena pajak
antara tiap juridiksi yang berbeda, sebagai konsekuensi, manajemen rantai pasokan dapat
digunakan untuk mengalokasikan pendapatan kena pajak antara tiap negara untuk

mengurangi beban pajak pada level grup (IBFD, 2010, h. 183).

2.2.6. Teori Ketidakadilan Pajak

Asas equity (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata
(Rosdianan dan Tarigan, 2005, p.121) . Pajak dikenakan kepada badan sebanding dengan
kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang
diterimanya dari negara. Namun, meskipun diakui bahwa prinsip keadilan merupakan
suatu hal yang mutlak diperlukan, terdapat berbagai pendapat dalam upaya
mengimplementasikannya. Hal ini senada dengan Plasschaert (1988, p.105), yaitu:
“Unfair tax is morally repulsive. One must nonetheless admit that the concept of tax
equity is elusive and value-laden and owes more to ethical consideration and political
Jjudgement than to unassailable scientific guidelines”.

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dua, yaitu:
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1. Keadilan Horizontal
Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila
Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama.
Hal ini senada dengan Plasschaert (1988, p.30), yaitu: “Term used to
describe the equitable tax treatment of person with the same level of
income or capital who differ in the other releveant respect”. Pengertian
Equal adalah besarnya seluruh tambahan kemampuan ekonomi netto
(Musgrave dan Musgrave, 1989, p.325)

2. Keadilan Vertikal
Asas keadilan vertikal terpenuhi apabila Wajib Pajak yang mempunyai
tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.
Hal ini senada dengan Plasschaert (1988, p.30), yaitu: “Term used to
describe the equitable differential treatment of tax payer who different
level of income and/or capital who” .

Dalam prakteknya, ketidakadilan pajak juga terlihat dari praktik transfer pricing,
hal ini dikarenakan setiap perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa membayar
lebih rendah daripada perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Contohnya
seperti ini, PT A mempunyai anak perusahaan yang berada di Jersey (tariff pajak 0%) dan
PT B (Indonesia, tariff pajak 25%) tidak mempunyai anak perusahaan, dua-duanya
mempunyai omzet sebesar 100 milyar rupiah, mempunyai expense sebesar 40 milyar
rupiah dan sama-sama bergerak dalam manufaktur penghasil sabun mandi. Tapi tax
burden yang paling besar ditanggung oleh PT B yang membayar pajak sebesar 15 milyar
rupiah dan PT A tidak membayar sedikitpun untuk penghasilannya (karena pemajakan
pindah ke Jersey).

Jika melihat contoh diatas maka tidak terpenuhi asas horizontal karena Wajib
Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan berbeda. Apalagi perbedaan
tersebut hanya karena semata-mata hanya didasari pada kepemilikan hubungan istimewa.
Oleh karena itu, banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak mengenai

transfer pricing sehingga hal-hal seperti ini dapat dicegah dalam praktiknya.
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2.3. Kerangka Pemikiran
Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, alur pemikiran yang digunakan
oleh peneliti adalah sebagai berikut:
Bagan 2.2

Kerangka pemikiran

Supply Chain
Management

Transaksi

Anak Perusahaan Perusahaan Induk

-
]

\/

Transfer Pricing

/\

PER-43 < Alasan > PER-32

Penerbitan

\/

Perencanaan
Pajak

Sumber:
Diolah Peneliti

Kerangka Pemikiran ini bekerja dimulai dengan menjelaskan Supply Chain
Management yang menggambarkan hubungan istimewa yang terjadi dari hulu sampai
dengan hilir dan perencanaan pajak yang terjadi akibat mengkapitalisasi hubungan
istimewa tersebut dengan transfer pricing. Lalu diteruskan mengetahui peraturan apa saja
yang membatasi perencanaan pajak dengan transfer pricing tersebut dan memberikan
penjelasan alasan Dirjen Pajak menerbitkan peraturan tersebut. Lalu diakhiri dengan
mencari hal-hal yang mendukung perencanaan pajak akibat diterbitkannya peraturan

tersebut.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menyesuaikan dengan pokok permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif. John Cresswel(1994, p. 146) menyatakan:

“Characteristic of qualitative research problem are: (a) the concept is

immature due to a conspicuous lack of theory and previous research; (b) a

notation that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect

or biased; (c) a need exist to explore and describe the phenomena and to

develop theory; or (d) the nature of phenomenon may not be suited to

quantitative measures.”.

Pilihan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dengan penelitian ini dapat
memberikan pemahaman menyuluruh atas perencanaan pajak dalam mengalihkan
penghasilan melalui transfer pricing pada perusahaan multinasional dan menganalisis
bagaimanakah fax planning yang dapat disusun oleh perusahaan guna meminimalisir
potential tax risk.

Dilihat dari /evel of analysis, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena
bertujan untuk memberikan gambaran mengenai substansi transfer pricing, pemajakan

atas transaksi tersebut serta bagaimana fax planning yang seharusnya dilakukan.

3.2 Jenis Penelitian
3.2.1 Berdasarkan tujuan penelitian

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif
berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari
data yang ada. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data,
tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data tersebut, menjadi suatu
wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis. Hal ini sesuai dengan yang

diungkapkan oleh Neuman dalam bukunya :”descriptive research present a picture of
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specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive
study is a detailed picture of subject” (2000, p.30).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tax planning yang dapat dilakukan
dalam menghadapi anti-tax avoidance rule melalui transfer pricing. Dimana akan dilihat
bagaimana perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam rangka mengalihkan
penghasilan melalui transfer pricing pada perusahaan multinasional untuk meminimalisir
beban pajak perusahaan di dalam keadaan ketentuan perpajakan dalam transfer pricing

yang telah diatur tersebut.

3.2.2 Berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian murni, di mana
penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah keilmuan pengetahuan perpajakan.
Hal ini sebagaimana oleh Neuman bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan
dasar mengenai sesuatu.

“basic research advances fundamental knowledge about the social world. It
focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates,
what make things happen, why social relation are a certain way, and why society
changes” (2001, p.21).

Pertanyaan penelitian murni secara sekilas tidak menjawab secara konkrit
permasalahan yang ada dilapangan, namun penelitian murni menyediakan suatu landasan
berfikir bagi penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Secara sekilas penelitian ini
berusaha untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam
melakukan tax planning terkait dengan framsfer pricing, tentu saja batasan dalam
penelitian ini tidak dapat secara langsung memberikan suatu jawaban yang praktis atas
permasalahan tersebut, karena masih membutuhkan disiplin ilmu lain dan penelitian-
penelitian lebih lanjut. Namun penelitian ini diharapakan dapat menjadi landasan berpikir
bagi peneliti lain di masa depan mengenai penerapan fax planning dalam rangka

mengalihkan penghasilan melalui transfer pricing pada perusahaan multinasional.

Universitas Indonesia

Perencanaan pajak..., Ramos Pardamean, FISIP Ul, 2012



35

3.2.3 Berdasarkan dimensi waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross-
sectional research, karena dilakukan pada satu waktu tertentu, pada saat peneliti
melakukan penelitian hingga penelitian tersebut selesai dilakukan. Sebagaimana halnya
yang dinyatakan oleh Bailey dan Babbie berturut-turut, yaitu: “Most survey studies are in
theory sectional, even though in practice it may take several weeks or months for
interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time” (Moleong, 2004,
p.7). Penelitian ini dilakukan pada saat isu transfer pricing untuk menjadi alat fax
planning demi mengalihkan penghasilan marak dilakukan perusahaan multinasional.
Adapun data-data yang digunakan oleh peneliti dapat merupakan data-data yang telah ada

sebelum penelitian dilakukan dan juga dari hasil wawancara dengan para narasumber.

3.2.4 Berdasarkan teknik pengumpulan data
Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong,
sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (2004, p.157). Kata-kata dan
tindakan orang yang diamati dan diwawancarai merupakan salah satu sumber data yang
tidak bisa ditinggalkan karena studi literature adalah titik tolak penelitian ini. Oleh karena
itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan leteratur dan data yang
relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, literature, jurnal, artikel,
baik media cetak maupun elektronik.
2. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan melalui analisis, wawancara mendalam
(interview) dan analisis data sekunder. Wawancara dijelaskan oleh Gerald
R. Adams dan Jay D. Schvaneveldt dalam bukunya sebagai berikut:
“The interview can be very structured, so that all question are read

verbatim, always in the same order using strict standardization, or the
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interview can be very pemissive, amounting to a free flowing conversation
between the interviewer and the respondent (1991, p.214)”.

Wawancara dilakukan berupa komunikasi verbal dengan tujuan
mendapatkan informasi dan dilaksanakan dengan pedoman wawancara.
Pembuatan pedoman wawancara disusun dengan terstruktur sehingga
memudahkan peneliti dalam memahami dan mendapatkan informasi yang
diinginkan. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang
tidak membatasi jawaban dari informan sehingga informan benar-benar
dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi daan pengetahuan yang
dimilikinya. Pedoman wawancara tidak bersifat mengikat, jadi apabila di
dalam wawancara ada hal di luar pertanyaan yang dibahas namun
memiliki keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis
oleh peneliti. Wawancara dilakukan terhadap narasumber/informan yang
telah dipilih oleh peneliti terkait dengan peneliti. Adapun pemilihan
narasumber/informan dalam peneliti ini, didasarkan atas kategori
narasumber/informan yang dikemukakan oleh Neuman, yaitu:

The ideal informants has four characteristic:

The informant is totally familiar with the culture

The individual is currently involved in the field
® The person can spend time with researcher

® Nonanalytic individuals (2000, p.394)

3.3  Sumber data
Data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekuder. pengertian data
primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Data Primer
Dta primer berhubungan dengan informasi yang diperoleh pertama kali atas
variable yang berhubungan erat dengan tujuan khusus dari studi yang dilakukan.
Data primer dikumpulkan khususnya untuk mencari jawaban atas pertanyaan

yang terdapat dalam penelitian (Sekaram, 2003, p.42).
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2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber

yang sudah ada (literature)

Dalam penelitian ini digunakan kedua jenis dara diatas, baik data primer maupun
data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber
utama, yang memiliki latar belakang akedemis yang sesuai dan pemahaman yang baik
tentang praktek perencanaan pajak. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku-
buku, jurnal ilmiah, materi kuliah dan sumber-sumber lainnya, seperti browsing di

internet.

3.4  Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan
data, sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis data. Hal ini
sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan
dalam bukunya:

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip
interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang
kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap
suatu fenomena dan membantu anda kepada orang lain (2006, p.73)”.

Dalam penelitian ini peneliti senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data
yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara
informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data.
Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh,
namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian, peneliti juga

mempertimbangkan kebaruan atas data yang diperoleh.

3.5  Narasumber/Informan
Informan yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah orang yang

memiliki kompetensi dalam perihal transfer pricing, khususnya perpajakan dan para
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praktisi serta paara ahli dalam melakukan perencanaan pajak (fax planning). Yang akan
menjadi para informan dalam penelitian ini adalah:
1. Akedemisi
a. Christine, SE, M. Int Tax (Dosen FE UI)
b. Darussallam, SE, Ak, MSi, LLM Int Tax (Dosen FISIP UI)
c. Prof. Dr. John Hutagaol, SE,.AK (Dosen STIE Perbanas)
Data yang yang didapat oleh akedemisi-akedemisi tersebut adalah data
pengamatan narasumber terhadap PER-32 dan PER-43 serta gambaran secara
akedemis transfer pricing dapat dilakukan
2. Otoritas Pajak
a. Harris (Kepala seksi analisa peraturan perpajakan internasional Dirjen
Pajak)
b. Achmad Amien (Kepala seksi transfer pricing dan transaksi khusus
lainnya Dirjen Pajak)
Data yang didapat adalah implementasi PER-43 dan PER-32 serta perilaku
Wajib Pajak dalam menggunakan atau memanfaatkan fransfer pricing.
3. Konsultan atau Wajib Pajak
a. Permana Adi Saputra (Partner di PB Taxand)
b. Sandra Suhenda (Tax Director di Delloitte)
c. Aris Cahyadi (Tax Manager di Medco Energy)
d. Romi (Manager di Dhani Darussallam Tax Center)
Data yang didapat adalah implementasi dan perencanaan pajak terhadap PER-
32 dan PER-43 serta perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan celah dalam
peraturan.
Ini nantinya dapat mewakili dari semua aspek yang terlibat dengan adanya
ketentuan pajak dalam transfer pricing. Baik dari segi pemerintahan, pemerintah, pihak

asing, maupun akedemisi. Hasil yang diharapkan nantinya dapat lebih komprehensif.
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3.6  Metode dan Strategi Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode yang
digunakan dalam suatu penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan
seandainya telah terdapat informasi atau data mengenai suatu permasalahan atau suatu
keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti
mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berdasarkan dua buah macam
data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang akan digunakan adalah hasil
wawancara terhadap para informan dan data sekunder yang akan digunakan adalah
laporan keuangan perusahaan multinasional. Dari laporan keuangan tersebut nantinya
akan disusun suatu perencanaan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku
yang nantinya akan diperbandingkan dengan pendapat para narasumber mengenai

perpajakan dalam transfer pricing terutama dalam mengalihkan penghasilan.

3.7  Proses Penelitian
Peneliti akan menjabarkan proses penelitian yang dimulai dari pemilihan topik
hingga kek kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan guna
menyelesaikan laporan peneliitian ini.
1. Pemilihan Topik Penelitian
Pemilihan topik penelitian skripsi ini diawali ketika peneliti kuliah mata
kuliah manajemen pajak dan juga pada saat membaca buku yang dikarang
oleh Erika Nolan dan Shannon Crouch dengan judul “Offshore Investment
that Safeguard Your Cash”. Buku ini banyak menjelaskan cara-cara yang
dapat digunakan untuk menjaga jumlah penghasilan dengan menggunakan
tax heaven countries dan juga negara yang mempunyai tingkat kerahasian
bank dengan tingkat tinggi. Peneliti beranggapan bahwa hal tersebut hal
yang wajar karena orang tetap ingin menjaga jumlah penghasilan demi
bisa memaksimalkan dana demi tujuan memperlebar sayap perusahaan,

maka dengan itu peneliti mulai mencari data-data dan informasi baik dari
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media elektonik maupun cetak untuk tahu perencanaan pajak yang baik
untuk hal tersebut.

Merumuskan Masalah

Dari berbagai informasi yang diperoleh dan diskusi dengan beberapa
pihak, peneliti mulai merumuskan masalah yang akan menjadi fokus
penelitian. Peneliti memfokuskan masalah menjadi dua pertanyaan
penelitian, menganalisis peraturan perpajakan yang berkaitan dengan
transfer pricing dan menganalisis implikasi dari peraturan tersebut
terhadap tax planning yang seharusnya dilakukan perusahaan
multinasional serta resiko apa saja yang ada apabila salah dalam
melakukan tax planning.

Pendahuluan

Penulisan skripsi ini dimulai dengan pendahuluan, dimulai dengan latar
belakang masalah yang menyajikan gambaran mengapa suatu penelitian
menarik untuk diteliti. Alat bantu yang digunakan adalah what, who,
when, where, why, dan how. Dengan alat bantu tersebut peneliti
menjabarkan dasar hukum yang berkaitan dengan fransfer pricing di
Indonesia yang kemudian menjabarkan bagaimana sebenarnya transfer
pricing itu dan sekilas perpajakan dalam transfer pricing serta
penggambaran sekilas perusahaan multinasional yang menjadi objek
penelitian peneliti. Dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan dalam
bentuk pertanyaan peneltian. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan menyajikan sistematika
penulisan.

Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Proses selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai kerangka
pemikiran dengan melakukan tinjauan pustaka berupa kajian literature dari
perpustakaan, pencarian artikel melalui media cetak dan eletronik. Setelah
melengkapi kerangka pemikiran, peneliti melanjutkan ke tahap metode

penilitian, dengan menjabarkan pendekatan penelitian dan alasan peneliti
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memilih peendekatan tersebut, menentukan jenis penelitian, menentukan
teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, menentukan hipotesis
kerja, menentukan narasumber dan informan, menjabarkan tahapan proses
penelitian, menentukan sit